: Yakdh Adi ﬁmaa S:@

31 December 2003, While there are boundaries concerning. regu/atfon of bid-rigging in Law No. 5/

Dosen Fakultas uk.um Umversntas Krasten Satya Wacana, Saiattga G

- Jua’gmenﬁs of KPPU about b/d—rfggfng are amoumis 39 casesor 31 % from 85 cases on per/od June 2000 ..

1999, KPPU has been done e/aborat@d abouf chapter 22 on each judgments of KPPU, Meanwhile the

: prob/ems on. the emp/r/cal sphere are VEI‘,V complicated and variations of cases Submift to the KPPU.

‘Based on chapterzz needed elaborated as a tool of rationalization for /mp/emenfaf/on and law enforce~

ment. This paperwill attempt to analysis bid-rigaing on both of the theoretical and. empmca/ perspec-

tives relating judgments-of KPPL. A// at once, It W/l/ become fhought z:onmbuﬁon for arrange. draff on - '

: :aﬂ'recf/on of pf’Oﬁlb/i‘!Oﬂ bfd~ﬁgg/ng

Key wards Consplraq; KPPU b/a’»ﬁggfng

Putusan KPPU mengenal persekongkolan berjumiah 39 kasus atau 31% daﬂ 85 dalam penode Jum 2000
-31 Desember 2003. thengah keterbatasan mengenai ketentuan persekongkoian tender dalam UU No.
5/1999 KPPU teiah ‘melakukan eiaborasx terhadap pasal 22 pada setiap putusan KPPU ‘Padahal
-'permasaiahan yang terjadi. pada ranah empms sangat complicated dan terdapat variasi kasus yang
dihadapi. Mendasarkan diri pada ketentuan‘pasal 22 diperlukan elaborasi sebagai wahana penjelasan
bagi . penerapan dan penegakan .hukum persaingan usaha. Untuk itu tulisan mencoba melihat
persekongkolan tender pada parspekiif teoritis dan empiris dalam putusan-putusan KPPU. Sekaligus
'menjadt sumbangan pemikiran untuk penyusunan draft pedoman iarangan persekongkolan tender.

Kata Kunci: Persekongkolan, KPPU, persekongkolan tender.

L PENDAHULUAN bertujuan_3_.:'_1:4"'l"}:fglujku-_-_ma__ang_aw_asi _pelaksanaan

" Komisi Pengawas Persaingan Usaha

undang-unda hg,_ :dar;-;_-lgng_kah' dasar dalam

(KPPU) merupakan lembaga baru yang dikenatkan
oleh UU No. 5 Tahun 1999 fentang Larangan
Prakiek Monopoli dan Persaingaﬁ Usana Tidak
Sehat. Dalam Pasal 30 ayat {1) UU 5/1995 KPPU

melakukan pengawasan adalah melakukan
penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan
atau tindakan pelaku usaha, dan ada atau
tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang
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- __:_dapat mengakibatkan ter}adznya prakiek monopoh
dan atau persaingan usaha tidak sehat.

o Pasca beriakunya Ul No. 5/1999 pada S
_ “‘tanggai 5 Maret 2000, jumnlah kasus yang -
~‘ditangani KPPU mulai bulan Juni 2000 — 31

- Desember 2003 adalah 85 kasus. Dari 85 kasus,
o 31% atau 39 kasus yang ditangani adalah jenis
' _‘ pe_!_anggaran pasal 22 mengenai persekongkolan
tender. Dibandingkan dengan kasus-kasus lain
- yang ditangani KPPU, persekongkelan tender

' "'rhémpakan kasus yang sering ditangani, bahkan - -

putusan KPPU berkaitan dengan pelanggaran
pasa! 22 berjumlah 7 (tujuh) putusan KPPU atau
15.% dari keseluruhan kasus tender (/at
gambar 1 dan 2). Seperti ditunjukkan pada
gambar 2 bahwa status kasus persekongkolan
tender antara kain (laporan KPPU: 2002);
klarifikasi laporan 5 kasus (13%);
faporan tidak lengkap 10 kasus (269%);
_monitoring pasif 6 kasus (15%);

_ penanganan dihentikan 6 kasus (15%);

. putusan KPPU 6 kasus (15%);

- duadlkan bahan kajxan kebuakaﬂ i kasus
e (3%).. : -

EARILEE -V R

Gambaril
Kasus Yang Ditangani KPPU

_tender
T %

Gambar2

. Stams %(a.;us TenderYang Dltangam wppy

K!as;ﬁkaw L . R
h Lapcraa =4 Pulusan KPPU
o : 5

.- Difadikan eahan
213%

Kapan Kebiakan - R
3%

' F’eﬂei\ganan
Dihentikan -
15%

Laporan Tidak

s Langy
Moniloring Pasif gkap

8%
Sumber: |Laparen KPPU 2002

Dari ketentuan pasal 22 tersebut dapat
diketahui unsur-unsur persekongkolan tender
adalah: (i) adanya dua atau lebih pelaku usah'a
(if) adanya persekengkolan, (iii) terdapat tu} uan
untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang
tender (MMPT); dan (iv) -mengakibatkan
persaingan usaha fidak sehat, UU No. 5/1999
memberikan pengertian terhadap beberapa
unsur dari persekongkolan tender yang mengadz
‘pisau analtsns ‘bagi KPPU dalam. menentukan

~apakah suatu perbuatan termasuk da_ia_m
‘kategori melanggar pasal 22 atau tidak? Dari 4

unsur persekongkolan tender, ada satu unsur
yang harus dielaborasi oieh KPPU untuk
menentukan suaty tindakan atau perbuatan
melanggar pasal 22 UU No. 5/19997, valtu
mengatur dan/atatt menentukan pemenang ten-
der (MMPT), Dibutuhkan sebuah indikator MMPT,
Karena tanpa adanya indikator vang dapat

1

‘ tain-ain
T89%

Sumber: Laperan KPPU 2002

aljatiikan prsad analisis” maka KFPU akan
kesulitan untuk menentukan adanya per-
sekongholan tender.

Meskipun pasal 22 U4 No 5/1 999 me-
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B kepentmgan dapat! bermamfestaa daiam bentuk
: praktek korupsi. atau penyuapan (bnbe;;v),
: nepotzsme atau kmm;sme yang membenkan

E pthak tertentu mem hangkan pmses tender
: Persekongkaiaﬁ tender mendapat per-
hatfan khusus dari KPPU Sehmgga mendorong
KPPU untuk mengajukan draf Pedoman Tentang
'.Larangan Persekongkolan Da!am Tender

lahirnya draf pedoman tersebut adalah pertama,
terdapatnya gambaran yang tidak jelas dalam
pelaksanaan tender yang sesuai dengan
semangat persaingan usaha sebagaimana
ditentukan dalam UU No. 5/199%. Kedus,
ketentuan pasal 22 masih bersifat umum dan
kurang memberikan penjelasan rinci mengenai
pelaksanaan tender. Pasal 22 hanya melarang

G mzkaa _ méndomng Dara pe!aku usaha untuk R
: meiapcrkan‘kecurangan atau pelanggaran dalam T
ipmses penentuan pemenang tender kepada_ .
- KPPU Karena kecanderungan yangterjadi dalam_'.'_ R
ﬁ proses ‘tender adalah mengakomodasn kepen--f r
- tingan p;hak—pzhak tertentu dan menghassikan:{-__;__
o keputusan yang meruglkan para pihak yang'.. s
' ‘i:erhbat dalam proses tender Akomodasx

: prm/ege pacia pthak tertentu yang mendorong'

Berdasarkan UU No. 5/199S. Latar betakang -

'pasal 22 maka kemgman untuk membuat suatu o jﬁ-_'_j:'
-pedoman peiaksananaan tender perlu dahargal L
' fsebagal sa[ah satu petaksanaan tugas KPRU (pasal P

35 hurufoU No 5/1999} Sehmgga dlperlukan S
'_"_:_upaya untuk menggah s:‘fuam yang dapat " "
__'_-__ditentukan sebagat penentuan atau pengaturan .
:_':-'.pemenang tender. Akan tetapl agar pedoman -
= _dapat men;adn benc‘hmankbag; para pelaku usaha -
= _dalam meiaksanakan proses tender maka KPPU - |

" harus memperhat;kan yunsprudensﬂ’ 'cian
o putusan KPPEJ Karena putusan KPPU merupakan
'""f_'sumber hukum untuk mengetahus kondrs; atau
-situasi yang
. sebaga: bersek _ngkoi untuk menentukan atau :
: mengatur pemenang tender :

y h KPPU dapat dzkategcr:kan'-- |

Tullsa'n _'n: mencoba melakukan kayan

. _terhadap putusan KPPU yang dapa’c memperkaya

khasanah hukum persamgan usaha Indonesia

*“Kkhususnya elaborasi terhadap pasal 22 UU No.

5/1999. Kajian dimaksud untuk mengetahui
karakteristik putusan KPPU ketika mengadili situas
yang diduga ‘menyebabkan: terjadinya per-
sekongkolan tender. Karena pasal 22 UU No. 5/
1995 hanya mengatur tender yang sifatnya umum
dan belum mengatur kriteria mengenai MMPT.

Adapun yang ingin dikaji adalah 7 putusan KPPU

persekongkolan untuk menentukan dan/atau
mengatur pemenang tender tanpa melakukan
claborasi cara-cara atau indikator apakah yang
dapat dikatakan sebagai penentuan/pengaturan

tentang persexonglkolan tender (Mnat tabel 1),
Dalam-hal ini akan diusahakan suatu- kajian
dengan melihat fegal reasoning putusan KPPU
ketika memberikan putusan mengenal dugaan
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o _adanya persskongko!an tender Bagaxmana KPPU -
- menerapkan pasal 22 UU No. 5/1999 padakasus-
. kesusakiual dapat_menjadll :

i rangka mengetaﬁu: penéfsa_r_a"" pasal 22 oleh
KPR ..__Z-'Eatasan kajian terhadap. putusan KPPU - .
. adaiah melinat situasi atau mdlkaSt tertentu yang

“oleh KPPU. dﬁﬂggap SEbagal upaya atau cara
'untukMMPT N T :

B - 2 Tahea L :
Putusan K?PU Daiam Masalah Persekongsmﬂan Tender

mber hukum daiam e

.'-perbuai:an yang dzantlszpasa dalam: perse¥

_ -_-ker;asama Pembentuk uy member:kan tu}uan
'persekongkotan secara !;ml’catn‘ untuk menguasal
..pasar bagz kepantmgan p;hak pthak yang};

bersekonakoi P@nguasaan pasar merupaka_:__'

kongke!an termasuk dalam tender. Klianya suht
untuk menentukan bahwa dalam' persekongkolan'
(s.ender) mengarah pada penguasaan pasar

L PT CALTEX ?AS}'.FEQ IN@O?\EESIA

. KOPERASI PRIBUMT TNDONESTA -

aa § YPF MAXUS SOUTHEAST SUM&TRA B.

ELEKOMUNIKASI INDONESIA -

EAMLESS PIPE INBONESIAJA{A
PT.INDOMOBIL: :

_ _._;__PEMKOT SEMARANG* 4

Sumbér: __Lapdran_ KPPU _Téh unZOOZ

L PEMBAHASAN

A, Pengertian Persekeongkolan

Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 mem-
berikan definisi persekongkelan atau konspirasi
usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan
oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha fain

- * diputuskan tang.g_a_l 22 Ap_rii 2004.

apabila mengacu pada pengertian pasar pada
Ul Noa./1999 yaitu lembaga ekonomi dimana para
pembeli dan penjual baik secara langsung
maupun tidak langsung dapat melakukan
transaksi perdagangan barang/jasa.

UU No., 5/1999 membagi 3 bentuk persekongkoian

dengan maksud untul'menguasal pasar ber-
sangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang
bersekongkol. Dalarm  persekongkolan selalu
melibatkan dua pihak atau lebih uniuk melakukan

yaitu!
o Persekongkolan untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tenden

K Persekongkolan untuk memperoleh
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sebagaﬁ rahasaa perusahaan i
Pe_r_sekongkman untuk.
produksi atau pemasaran barang/jasa.:

© - 3pentuk persekongkolan mompunyat kesamaan
“kekhasan (karakieristik) yang dapatdnketahm dari
:;-peﬂgertian (tiasar) persekongkolan Pen‘ama,f '

keglatan persekongkoian hanya dapat dilakukan :

o - apablla terdapat dua plhak. atau iebih melakukan

'-keuasama secara tadak }U]UF melawan hukum,_
dan’ menghambat parsamgan Kedua, bahwa
. tu;;uan dan persekongko!an adalah untuk_
mengtiasai pasar bersangkutan ya:tu pasar yang
:berkaltan dengan Jangkauan atau daerah
' pamasaran tertentu oieh petaku usaha. aias
barang:dan jasa yang sama atau sejenis atau
substitusi dari barang -dan- atau_jas_a tersebut
(pasal I'angka 10 UU No. 5/1999), .0 =
- Khusus yang terjadi dalam tender adalah
_upaya yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai
pﬂker}aan/ proyek untuk mendapatkan pihak lain
yang dapat melaksanakan pekerjaan/proyek
sesuai dengan keinginan pihak pemilik pekerjaan.
Sehingga pengertian pasar dalam tender terjadi
ekstensifikasi takrif (definist) dimana yang terjadi
dalam proses tender adalah permintaan untuk
melaksanakan kegiatan/proyek dan penawaran
melaksanakan kegiatan/proyek dengan harga
terendah. Tombuh dengan teori ekonomi bahwa

'mfo_rmas; yang dapat dikiasmkas:kan--,_-

‘Pembentuk undang-undang menempaﬁ(an i

- 'yang melakukan penawaran Dan ptha_k_ yang i L

enghamba_t _:_:.:j.:_: o

S mendef ms an' persekongko!an (consplracy), s
B comblnaﬁon or confederacy beMeen twa o per- ; -
- sons formed for the purpose. of commlmng, by
K fhefr }Omt eﬁ’orts some un/awfu! or. c:um/na/ act’ .
‘or some act: which fs.innocent in itsel butbe-
comes un/awfuf When done concen‘ed acffon of =
the mnsp;rato;a or for the. purpo5e ofusing crimf=: ...

nal or un!awfu[ means to the comm;ss:oﬁ_ofan o
act not-in it self unlawful, Definisi diatas
menegaskan bahwa persekongkolan harus
dilakukan -oleh dua pihak ‘atau lebih yang
bertmuan untuk: melakukan tmdakan/kegnatan

bersama {joint. eﬁ‘arts) suatu perﬂaku kriminal -

atau melawan hukum -Terdapat. dua “unsur
per_sekcngko_ian._yaltu pertama, adanya dua pihak
atau lebih secara bersama-sama (/n concert}
melakukan perbuatan tertentu dan kedva,
perbuatan yang: disekongkolkan ‘merupakan
perbuatan yangmelawan atau melanggar hukum
(Krisanto: 2002). Yang perlu digaris bawahi
adalah perfama, bahwa terjadi persekongkolan
apabila ada tindakan bersama yang melawan
hukum. Kedua, suatu tindakan apabiia dilakukan
oleh satu pihak maka bukan merupakan
perbuatan melawan hukum (unfawful) tetapi
ketika dilakukan bersama (concerted action)
merupakan perbuatan melawan hukum.

di pasar terjadi pertemuan antara perminiaan
dan penawaran. Dalam situasi tersebut terjadi
penguasaan pasar, dalam pemahaman tentang
persekongkelan tender pasar dikuasai oleh pihak

Robert Mener (Siswanto; Z00T ) membes
dakan dua jenis persekongkolan apabila melihat
pihak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan
vang bersifat horizontal (horizonial conspiracy)

Analisis Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Dan Karakteristik Putusan KPPU ... (0&kub Adi Kiisanto) 1%




R -persekongkoian vertika daiah peréekongkoian
i .j':_yang dibuat. oleh plhak—plhak vang berada dalam

L -'-_:hubungan pemual (penyedla jasa) dengan pem-

' -_beh (pengguna jasa) Astl Sttompul (1999;31}

- '-3uga membedakan persekongkolan memadi dua

o yaitu] persekongkoian mtra perusahaan daﬂ

' '.'persekongkolan paralei yang disengaja.:Per-
_sekangko!an mtra perusahaan terjadi apablla dua

atau lebih pihak dalam satu perusahaan yang

“sama mengadakan persetujuan untuk: meng-
adakan tmdakan yang dapat menghambat
persaingan. Persekongkilan paralel disengaja

terjadi apé_biia beberapa perusahaan mengikuti
tindakan-dfﬁakukan perusahaan besar: (marker

/eade_fﬁ yang sebenarnya merupakan pesaing:

wo Berkaitan dengan definisi persakongkolan
muncul-permasalahan yaitu apabila ferjadi

kerjasama antara dua pelaku usaha, tetapi yang

melakukan perbuatan hanya salah satu pihak dari

pihak yang bekerjasama. Padahal dengan
melakukan sendirian suatu perbuatan pihak

tersebut dapat menguasai -pasar atau mem-

pengaruhi proses tender. Apakah situasi demikian
dapét dikatakan telah terjadi persekongkolan?
Situasi tersebut sangat mungkin terjadi dalam
pelaksanaan tender, karena kerjasama yang
dibangun dilakukan tidak pada saat proses ten-

'E:Ié'h'-;ié'rs'ekbhgkc;iah”ya;hg' bér'sifa%i vér‘cikaf (verdi-
/ consp/faq/) _ Persekongkolan hor:zontal ada[ah :

indikator terjadi- persekongkoian yaitu apakahf._
terdapat *cu;uan urtule menguasai pasar kei:ti(a:- -
m@[akukan kegasama ey

Deﬁms; persekongkotan apabala dxishai--

da!am persp@ktlf pasal 22 jopasat 1 anaka 8 UU'. o
No.:5/1999 maka- pelaku usaha daiarang

melakukan kezjasama dengan pelaku usaha: Eam'
untuk menguasai pasar dengan cara meﬂgatur
dan/atau menentukan pemenang tender sehmgga_'_
dapat mengakxbatkan parsaingan usaha 'tudak
sehat: Ada dikotomi terminologi antara penguasa-
an-pasar dengan MMPT; apakah MMPT-termés:ﬂ_k
dalam pengertian: penguasaan pasar? Dalam
kondisi apakah MMPT. dikategorikan -téia_h
melakukan pengusaan pasar? Karena UU No..5/
1999 tidak memberikan definisi mengenai
penguasaan pasay, hanya dalam pasal 1 angka_
(3) menyebutkan istifah pemusatan kekuatan
ekonomi yaitu penguasaan secara nyata atas
suatu pasar bersangkutan oleh satu atau iebih
pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga
barang dan ataujasa. Sy
“Ketentuan mengenal penguasaan pasar
terdapat dalam pasal 19 UU No. 5/1989 yang
mengkategorikan sebagai kegiatan yang dilarang
oleh undang-undang. Pengkategorian vang
dilakukan oleh undang-undang berkaitan dengan
situasi atau perilaku yang dapat diduga telah
terjadi penguasaan pasar, berupa:
a. Menolak dan atau menghalangi pelaku
usaha tertentu untuk melakukan kegiatan

der berlengsung, Seningga pada saat tender,
salah satu pihak mengikuti proses tender dan
dapat menguasai pasar karena kekuatan modal
atau pengaruh pada pasar tertentu. Salah satu

usafna yang sama pada pasar ber-

sangkutan; atau '
b. Menghalangi konsumen atau pelanggan

pefaku usaha pesaingnya untuk tidak
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S usaha pesamgnya itu; atau -

:sangkutan atau”

:'.-Selam penguasaan pasar d!atas, masxh

-_'terdapat ciua bentuk yang ain yaity peftama,

menymgk;rkan atau memat;kan usaha pesaingnya

di pasar bersangkutan dengan cara meial(ukan
jual rugi atau menetapkan harga yang sangat
rendah (pasal 20 UU No.5//1999). Kedua,
mielakukan kecurangan dalam menetapkan biaya
produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian
dari komponen harga barang dan atauj Jasa {pasal
21 WU No. 5/1999). ' o

' ‘Hubungah antara penguasaan pasar dan
MMPT dalam persekongkolan tender menunjuk-
kan ‘kejelasan bahwa dalam hal terjadi per-
sekongkolan MMPT mempunyai tujuan untuk
menguasai pasar. Untuk itu dalam menentukan
terjadinya persekongkolan tender harus melihat
cara-cara menguasai pasar yang melawan hukum
seperti pada pasal 19 sampai dengan 21 UU No.
5/1999,. Penguasaan pasar dalam tender
ditempuh dengan melakukan persekongkolan
dimana penguasaan tidak akan terjadi apabila
hanya terdapat satu pelaku usaha yang mem-
punyai kemampuan untuk menentukan atay

':-5'; meiakukan hubungan usaha dengan pelaku T

Membatasi peredaran dan atau pen]uaian S
'barang dan atau }asa pada pasar ber— T

Melakukan praktek d:skrzmmas: terhadap- L
pétaku usaha ’tertentu T

--donesm mempunyaa pengertian tawaran..._.:'_'
i menga}ukan harga untuk memborong suatu
- pekef}aan, untuk mengadakan barang: barang,'fﬂ_' St
~atau untuk menyediakan jasa (penjelasanpasal =
.'22 UU No 5/1999) Tawaran dilakukan oleh
: pemlhk kegaatan/proyek d:mana pemmk dengan-._ S
-alasan keefektsfan dan keef saenan apabda proyek:
§ dalaksan_ak_an_se_nd;r: ma__k_a igbl__h baik dl_se_ra_hkan -
' pihak lain yang ‘mempunyai . kapabilitas untuk -

meiaksanakan proyak/kegiatan :

~Dalam pengertsan tender termasuk dalam o
ruang I;ngkup tender antara lain periama,
tawaran mengajukan harga (terendah) untuk
memborong suatu.p’éketjaan. Kedua, tawaran
mengajukan harga (terendah) untuk mengadakan
barang-.barang.' Ketiga, tawaran. mengajukan
harga (terendah) untuk menyediakan jasa.
Terdapat tiga terminologi berbeda untuk
menjelaskan pengertian tender yaitu pem-
borongan, -pengadaan; dan penyediaan. Tiga
terminologi tersebut menjadi pengertian dasar
dari tender, artinya dalam tender suatu pekerjaan
meliputi pemborongan, pengadaan, dan penye-
diaan. Suatu pekerjaan/proyek ditenderkan maka
pelaku usaha yang menang dalam proses ten-
der akan memborong, mengadakan atau
menyediakan barang/jasa yang dikehendaki oleh
pemilik pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam
perjanjian antara pemenang tender dengan
pemiiik pekerjaan.

Para pihak dalam tender terdiri dari pemitik

mengatur pemenang fender,

A. Pengeriian Tender
Tendar dalam hukum persaingan usaha In-

pekerjaan/proyek yang melakukan tenger dan
pelaku usaha yang ingin melaksanakan proyek
vang ditenderkan {peserta tender). Tender yang
bartujuan untuk memperoleh pemenang tender
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':'.--."-.-'daiam suatu ikhm tender yang kompetitaf harus-.-
' _' : terd:ri dari dua atau lebih- pela}(u usaha peserta: .

nder. Dua at'

'p;ithan sangat tidak mengunzungkan bagi: pemlhk
pek@naaﬂ karena ide dasar dari palaksanaan

tencier adalah mendapatkan hargaiterendah

dengan’ kualitas terbaik.-Keberadaan lebih dari
dua ;:eserta tender.akan terjadi persaingan dalam

penga}uan harga untuk memborcng, meng-

adakan atau menyedfakan barang/jasa
By Unsur- unsur Perseﬂmngk@ian
~Tender SN a T Vi o
Diatas telah dzkemukakan pengertian
perse_kongkoian tender yang berasal kolaborasi
dua terminologi yaitu persekongkolan dan ten-
der. Dari penjelasan diatas maka takrif .perse-
kongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha
yang melakulkan kerjasama dengan pelaku usaha
lain untuk ‘menguasai pasar-dengan cara
mengatur dan/atau menentukan pemenang ten-
der sehingga dapat mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat. Dengan demikian dalam
persekongkolan tender memuat unsur-unsur
sebagai berikut:
1. adanya dua atau lebih pelaku.usaha; -
2. adanya kerjasama untuk melakukan

: ! lebih pelaku. usaha akan.'_
' '_ i be ___ofnpeﬁsa dalam mengajukan ha;‘ga dars suatu.
'ﬁ_"':.._.proyek yang ditawarkan, sehmgga apablia .'

. peserta tender. hanya satu maka plhhan pemzhk__

: 'peker}aan manjadl Eeblh terbatas Keterbatasan.

-5, mengaktbatkan persasngan usaha tldak_.':

sahat

Sepertl ‘teiah dxkemukakan dzatas unsur—;
unsur tender didasarkan pada ketentuan pasai_'__.
22-UU No.5./1899. Dan :unsur-unsur: yang.
dikemukakan pada bagian ini berasal elaborasi_
dari unsur-unsur dalam pasal 22, Meskipun ada
perbedaan tetapi dari hasil elaborasi tersebut
memperjelas pemahaman. terhadap perse-
kongkolan tender. Perdama, unsur duaatau lebih:
pelaku usaha. -Unsur ini dalam pasal 22
menegaskan bahwa persekongkolan tendear dapafc_
terjadi tidak hanya antar.pelaku usaha, tet_ap_i_
pihak lain. Artinya dalam tender pihak vang
terlibat adalah pemilik pekerjaan (penawar ten-
der) dan peserta. tender. Namun demikian
pengertian pihak lain dalam hal ini untuk
mengantisipasi celah hukum bahwa per-
sekongkolan dapat terjadi antara pelaku usaha
(korporash) tetapi juga antara pelaku usaha
dengan individu. Individu dalam hal ini misalnya
cknum pemiiik pekerjaan yang berkedudukan
sebagai panitia tender. Atau dilakukan dengan
individu yang mempunyai akses terhadap pemilik
pekerjaan dan akses tersebut dapat mem-
pengaruhi keputusan pemilik pekeriaan me-
nentukan pemenang tender, :

Kedua, upsur kerjasama. Berasal dan
pengeriian dasar persekongkolan {conspiracy)
bahwa di dalam persekongkolan terdapat suatu

persekongiolan dalam tender;
3. adanya tujuan untuk menguasai pasar;
4. adanya uszha uniuk mengatur/me-
nentukan pemenang tender;

kerjasamna (combination) dari pelaiw usaha yang
terlibat didalamnya untuk melakukan suatu
perbuatan/kegiatan (ot efforts). Kerjasama
vang dildentifikasikan sebagai persekongkolan
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- menuntut peran dua plhak atau lebih. - Kez‘fga,

. unsur penguasaan pasar Da!am paca] 19 sampaa .

: dengaa pasat 2104 No 511999 membarakan
R batasan perbuatan yang mengarah ‘pada
_penguasaan ‘pasar.. Seh;ngga persekongkoian
tender sebagal konsekuenSI pemgeman ner-
sekongk_oian _hams_ m_emen_uh_l unsur penguasaan
p'a'car, meskipun:dalam pasa& 22. EJU No. "5/ 1999
tldak menyebutkan unsur penguasaan pasar.
Untuk it persekongko!an tender harus dibuktkan
adanya indikasi: adanya penguasaan pasar
dengan mehhat perbuatan yang ‘dilakukan
termasuk dalam ruang imgkup kegiatan untuk
menguasal pasar. o :
Keempat, adanya usaha “untuk MMPT.
Kexja_sama yang dibangun para pihak dalam
bersekongkot harus dibuktikan bertujuan untuk
mengatur dan/atau menentukan pamenang ten-
der. Dengan demikian persekongkolan dalam ten-
der mempunyai tujuan ganda {double objectives)
vaitu unfuk menguasai pasar dan MMPT. Dalam
proses tender tujuan persekeongkolan mempunyai
skala prioritas yaitu tujuan manakah yang harus
didahulukan? Karena dimungkinkan bahwa dalam

o penyediaan barang/}asa S S

1yf : Keﬁma, unsur mengakibatkan persamgan i e

R -usaha tsdak se_a Pas: '1'1 ang_a 6 UU'Np 5/1999 S

. disepakati dan kegsatan tersebut bersufat negataf S a
' i Unsur pertama dan kedua mempunyal korelasn L

' pesatif dan salmg menegaskan, bahwa kergasama o

-_'-menja}aakan kegiatan produks; dan atau .
-'.pemasaran barang dan atau’ Jasa yang dsiakukan ) e
_ dengan carg tidak ]U_}Ui' atau meiawan hukum o

-atau menghambat persasngan Persekongkotan

tender dmyatakan dllarang karena cara-cara

* dalam berkompetnss dilakukan secara tidak]j jujur

meiawan hukum dan menghambat persaingan.

- Jumbifh’ dengan pemahaman tersebiit, per-

sekongkoian merupakan kezjasama yang siiegai
{anlawruly maka persekongkofan tencier me-
rupakan perbuatan melawan hukum: dalam
konteks hukum persa;ngan usaha karena cara
maupun hasil dari tercapamya tujuan mempunyai
potensi atau kecenderungan me.]awan hukurm.
“United States Departement of Justice
menentukan bahwa persekongkolan tender ( bid
rigging) adalah the way that conspiring competi-
tors effectively raise prices where purchasers —
often federal, state, or local govérmen’ts —ac-
guired goods or services by soficiting competing
bids. Persekongkolan tender terjadi ketika para
pesaing bersekongkol untuk menaikkan harga
agar salah satu pesaing yang disepakati dapat
memenangkan tender. Ari Siswanto (2001)
bahkan secara tegas menyatakan bahwa
persekongkolan tender mengartikan persekong-

proses tender, para pihak melakukan penguasaan
pasar uniuk MMPT atau - sebaliknya MMPT
sebagai wahana melakukan penguasaan pasar
dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, dan

kolan yang dilakukan oleh peserta tenaer untuk
mengatur dan menentukan siapa yang menjadi
pemenang tender. Senada dengan pengertian
persekongkolan tender diatas, Naocaki Okatani
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(ﬁ\nggra:m 2003 364) menyatakan bahwa. -
- _-_.parsekongkolaﬂ *‘c@nder -terjadi- apabtia para_

© penawar akan meneniukan’ pamsahaan mana

""""_j_--yang harus: mendapat”am'er dengan harga
¢ ya'mg'd';taWarkaﬂ_.;:_Persekc:sngko!an ten- -

e der tesjadl sei}eium dmmumkan pﬂmenang ten—

.der dan bercamya harga kontrak masmg~masmg

' peserta f.ender mefakukan. penawaran dengan
harga yang telah dzrencanakan sebeiumnya

- b Ames‘:ka, Depar%:emen of Justice menemukan

- bentuk persekongkolan tender antara lair; -

1. . Bid Suppression, terjadi apabila peserta
S f:e_nde%_ atau calon :pe_se__:jta_-%:e_nder sepakat
' '...-u_ntu_k' menahar diri dari proses tender atau
i a_ka_n__;menari:_k diri dari penawaran tender
- -_-'d;eng_an_ harapan pihak-pihak yang sudah;
.- ditentukan.dapat memenangkan tender
-{agree tg refrain from bidding. or with
drawa previoué/y submitted bid so that
the designated winning competitor’s bid

- will be acceptead). - NS :
D Compfem@nfafyﬁfdcﬁng(cayemrcourfesy
:biading), terjadi ketika beberapa peserta

- tender sepakat untuk mengajukan pena-
waran. yang sangat tinggi atau meng-
ajukan persyaratan khusus yang tidak akan
diterima oleh pemilik pekerjaan/proyek

(ihe buyer). Bentuk penawaran tender ini
tidak dimaksudkan untuk memberikan
penawaran yang sebenarnya tetapi

- Bid Rotation, pada: bentuk ini: belkaitan'
i ;dengan harga - penawaran: nerioiak -.beg_'
i La%(ang dengan camp/emenfar}f fm’fﬁng“
£ dimana. peserta tender ‘mengaji n:'-_
: ':--=-§.:p@nawaran tetapi-dengan. mengambz!-:' '
- -posisi-sebagai - penawar dengan_ha_rga_'_
~terendah. Dan -istilah rotation sahéat
- . hemvariatif misalnya para pasaing mencw
ambil bagian.pada sebuah kontrak sgsua;
- dengan ukuran kontrak atau mengumpul-
- kan pesaing yang mempunyai kemamgj_u:an
- usaha yang sama sehingga pemenang':ﬁtenf
~der dapat dikompromikan antar- pesiairzg'
- karena semua pihak akan mendapatkan

* Jatah menjadi pemanang. B
4 - Subcontracting, bentulk ini men}a_di
~indikator terjadinya persekongkolan ten-
der. Pelaku usaha (competitors) ber-
:sepakat untuk tidak mengajukan penawar-
- an dengan menerima kompansasi menjadi
subkontraktor dari sebuah pekerjaan atau
menjadi pemasok bagi pemenang tender.

Diantara bentuk-bentuk persekongkolan
tender mempunyai kesamaan vaitu pertama,
adanya persetujuan (kesepakatan) antara
peserta tender yang seharusnya secara kompe-
titif 'memperebutkan’ kemenangan untuk menjadi
pelaksana suatu proyek yang ditenderkan, Kedua,
peseria tender menentukan terlebih dahulu
pemenang tender sebelum proses tender

TSNP eI Eb T pEm Kegiatan/
proyek yang melaksanakan tender dengan
menciptakan persaingan yang merahasia-
kan penggelembungan harga penawararn.

ailaksanakan, Kesfigs, membatasi atau me-
nvingkirkan para pesaing yang akan masuk dalam
prosses tender,
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Karakteristik Putusan KPPU

s _oran KPPE) tahun 2002 terdapatfs_ _utusan'- S
] :KPPU tetapt adasatu putusan yang terakhir pada
_ _' : : _tanggal 22 Apni 20{34 mengenal Sistem }anermass.'_f Rt
5 -_Manajemen Kependudukan (SIMDUK) Kota"l__'-"" '
: = iSemarang Dan 39 kasus persekongkotan i:en—: _

' '.der yang dﬂaporkan KPPU seiama periode 2000-
L= 2{302 terdapat 6 (15%) kasus yang sudah '

'd:putuskan oleh KPPU Dan ada 1 putusan yang '

'_substansmya t&ntang tender tetapl dtadlh tidak

_b«crdasarkan pasal 22 UU NO.: '5/1998: metam%can-

dengan pasai 19 huruf d uu No. 5/1999 yaltu
perkara antara PT.’ Seamless P:;;e Indcnesm Jaya

' dengan PT. C;tra Tubmdo Tbk S@hmgga anahs:s_
'terhadap karaktenstik putusan: KPPU dalam

-persekongkoian tender tidak dilakukan terhadap
_ putusan tersebut(Putusan No. 01/KPPU~I/2002)

" Dari ketujuh putusan KPPU tersebut dtbagl_

menjadn 3 putusan menyatakan. bersalah dan3
putusan yang tidak menyatakan:bersalah
melanggar pasal 22 UU No. 5/1999. 3 putusan
yang tidak menyatakan melanggaryaitu Putusan
KPPU No. 08/KPPU-L/2001, Putusan KPPU No. 09/
KPPU-L/2001, dan Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/
2003. Dan 3 putusan yang menyatakan bersalah
vaitu Putusan KPP No. 07/KPPU-LL/2G01, Putusan
KPPU No. 01/KPPU-L/2000, dan Putusan KPPU No.

gl 'G?/KPPU—L/ZGDB S e
: Adanya keterbatasan ruang untuk melakuw:_ PR
'kan ka;tan secara kompreh@n31f terhadap putusan :

:.’U”SUF persekohgko]'an tender méia'ahk:an Eangsung : ;_3_' :
- menyatakan bahwa suatu perbuatan Vangi_i L
'dztuciuhg(an tldak melanggar pasai 22UUNo: 5/

1999, Mcsdel ini terdapat pada Putusan KPPU No e 3_

KPPU tersebut khususnya /egaf reasomng dari
se’nap putusan maka tuhsan ini menekankan pada

‘implementasi. pasal 22 Uu No 5/1999. Imple-
' 'me_n_tas;_ ds_fokus_{;an pada_un_sur unsur: perse-

kongko_la_h tenderyang telah dielaborasi pada
penjelasan se_beiui_'n:nya.';U_n‘tuk-_unsur adanya dua- '
atau lebih pelaku usaha, tentunya dalam tender
terdapat -'Iebih:d_a'ri_-dua_ pihak--yéitu Pemilik
Kegiatan/Proyek (atau dalam Keppres No. 80/
2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
disebut - dengan Pengguna Barang/Jasa) dan .
Pesei't__a Tender (Pehye_di_a:'Baréngjjasa). Baai
perusahaan yang mengadakan tender tujuan dari
tender adalah mendapatkan harga penawaran
tender yang paling rendah dengan kualitas
barang/jasa yang terbaik. Dan untuk mencapal
tujuan tersebut dilakukan dengan membanding-
kan berbagai macam harga penawaran dari lebih
satu penyedia barang/jasa.

03/KPPU-I/2002. Ada dua model ketika KPPU
memutuskan tidak adanya pelanggaran pasal 22
yaitu, pertams, dengan terlebin dahuiu meng-
analisis unsur-unsur persekongkolan tender

Dalam hal kerjasama yang mengarah pada
tindakan untuk melakukan persekongkolan, ada
heherapa variasi elaborasi yang dilakukan KPPU.
Pertama, apabila terdapat bukii adanya perte-
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'-'---muan yang d:!akukan peserta ieiang sepem e
" terjadi pada Putusan KPPU No, 01/KPPU- L/ZGOD'.-'
ntang dugaan peianggaran pasal 22 UU No. 5
999 oleh PT: Caltex Pasific Indonesia (CPL). KPPU
. menemukan bahwa te?ah terjad; pertemuan-
__antara PT CPZ dengan peserta teracier yang lain -

' '(PT__Pur_naBm_a ‘Nusa, dan ‘PT. Patraindo Nusa
o Pé'r"‘iWS) ‘Dalam ‘pertemuan: tersebut PT. CPI
o memznta dua peser‘ta tenderuniuk membuka dan
memperhhatkan dokumen penawaran yang
- memuat-harga, penawaran. ‘PT:=Citra “Tubindo,
' 'Tbi«:,- :déi;nat m__émbujuk peserta tender fain untuk
méngiﬁformaéikan harga penawaran disebabkan
ble_h-p_os;sinya vang kuat {skala perusahaan dan
kehﬂampuah ‘modal) dibandingkén dengan
p&é@ﬁa fain. Hal tersebut ditunjukkan dengan
kém'amp_tfah PT. Citra Tubindo yang mempunyai
fasilitas low gradedan high grade. oo
s Pertemuan vang mengarah padaperse-
kongkolan harus disertail dengan fakia bahwa
pertemuan dapat mengakibatkan teriadinya
kerjasama untuk melakukan persekongkolan. Dan
apabi¥a tidak ditemukan bukii maka kerjasama
tersebut bukan merupakan persekongkolan.
Seperti pada’Putusan KPPU No. 08/KPPU-1:/2001
tentang dugaan pelaksanaan iender oleh YPF
Maxus, KPPU tidak menemukan bukii adanya
partemuan uniuk menyesuaikan atau mem-
bandingkan dokumnen penawaran oleh peserta
tender.
Kedug, KPPU juga melihat kerjasama untuk

~SIMDUK di Kantor-Catatan Sipil dan Képjéﬁ;_'-

dudukan Pemkot Semarar;g, KPPU tldak menamu- -

'kaﬂ adanya perssuwa/kegadlan yaﬂg mangarah; .
_adaﬂya suatu’ kegasama Bahwa pengertian:

p@rsekangkoian z@nder.daiam pasal 22 UU Mo 5:
Tahun 1999 berdasarkan pelaksanaan te_ﬁgﬁer._-'-
SIMDUK- yang diputus oleh KPPU ditafsirkan
bahwa persekongkolan yang terjadi akibat:
Putusan Internal Panitia Lelang yang menentukan
secara sepihak pemenang tender tidak term'ésuk.
sebagai persekongkolan tender menurut pa'sél.
22 UU No. 5 Tahun 1989 sekalipun dalam pr_gfns:es
penentuan pemenang tender dilakukan deﬁgén.
mengabaikan. prosedur -yvang d:tentukaﬂ oieh
Keppres No. 18/2000. -
Ketigs, dalam -hal para p;“xak yang
melakukan kerjasama, Putusan KPPU No. 01/
KPPU-L/2000 menvatakan bahwa kerjasa_ma
dapat dilakukan oleh sesama peserta tender.
Selain itu kerjasama dapat diduga teijadi apabila
vang melakukan adalah panitia tender {pamilik
kegiatan/tender) seperii pada Putusan KPPU No.
07/KPPU-L1/2001 tentang Pengadaan Sapi Bakalan
Kereman Import. R
Kezmpat, KPPU juga menentukan bahwa
kerjasama dapat terjadi apabila salah satu pihak
dalam tender memberikan kesempatan eksklusif
salah satu peseria tender pada Putusan KPPU
Mo. 07/KPPU-LI/2001 tentang Pengadaan Sapi
Bakalan Kereman Import. Dalam kasus tersebut
panitia tender menoajak Koperasi Pribumi Indo-

melakukan persekongkolan harus terjadi secara
nyata dan didukung oleh saksi. Seperti pada
Putlisan KPPU No., 07/KPPU-L/2003 tentang
pengadaan barang/jasa SIMDUK dan NON

nesia berkunjung ke Australia dengan biava vang
ditanggung oleh Panitia Lelang, Berkaftan dengan
kesermpatan ekskiusif vang merupakan kerjasama
(untuk melakukan persekongkolan), KPPU
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S _-ata'u' periakuan ;sttmewa tersebut

pasal 22 uu No 5/ 1999 merupakan /exspes,fa//s
dari’ ketentuan persekongkotan dalam pasal 1
k angka 8./UU No.: 5/ 1995. (/ex generaﬁs) KPPU
o bermis:attf membuat def inisi persekongkoEan !ex
'speﬂaﬁsyaltu kemasama antara dua pihak atalr
“fehin, ‘secara terang—terangan maupun dlam—dtam
' me!aim ttndakan penyesuaian (concerted action)
dan atau: mer_n_ban__dzngkan dokumen fender
sebelum, penyerahan (comparing Bid prior to sub-
‘mission) dan atau menciptakan persaingan semu
(sham competition) dan atau menyetujui dan atau
‘memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan
suatu tindakan meskipun mengetahui-atau
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut
dilakukan untuk ‘mengatur dalam rangka
memenangkan peseria fendertertenty, Dikatakan
sebagai definisi inisiatif karena UU Neo. 5/1599
hanya memberikan definisi persekongkolan pada
pasal 1 angka 8.
“Unsur fain dari persekongkolan tender
adalah ‘bertujuan untuk menguasai pasar dan

menegaskan kemba'_ pa_da saat memutuskan
B :-;dugaan Persekongko!an Tender oleh PT. Telko_ i

- keqasama tida erjadl apablia pthak iam__tndakf > :
. - memfasilitasi dan atau memp@ﬁakukan secara'-:*ﬁ?- R
“istimewa: peseri:a tender cian sebahknya peserta _

' "'-tender tldak berupaya mendapatkan fasai;tas dan o

. : PadaPutisan KPPU No; 03/KPPU 1/2002 -
- KPPU menentukan bahwa persmkongkotan dalam :

:_.--:__tender ftu;uan untuk menguasai_ pasar akan__:_"._'. _
: '_-_i:ercap_ ""apabala para pzhak yang’ 'ersekongkoi__' i

_ "meizha bunyl pasal 223fo _ N_ _._;__5/1999 maka.f:___._.'."_?' _
tu;uan pﬁnguasaan pasar tldak dlsebutkan secara. o
fekspiasﬁ: Karena penguasaan pasar merupakan-
u tu}uan dari persekongkoian ansrchbukan tujuan
\ :darl g}ersekongko!an tend@r Demikian pu%a pada

) ;::utusan putusan KPPU tsdak memuat !ega/ rea{_'_ :
_somngdara unsur: penguasaan pasar i:etapl hanya - o
ﬂmenganaltsas fakta~fakta yang berkaltan dengan

' unsur MMP! R Ll

KPPU mengeiaborasz unsur MMPT dalam

pﬁrsekongkolan terder berdasarkan ada tidaknya - :

kerjasama ‘yang _dlbentuk atau dibangun oleh

pihak-pihak yang bersekongkol. Karena suatu

kerjasama dapat .diklasifikasikan sebagai
persekongkolan :apabila terdapat kerjasama
untuk MMPT. KPPU dalam putusannya menegas-
kan bahwa persekongkolan tender terjadi apabila
terdapat kerjasama.dan kerjasama yang
dilakukan dapat mempengaruhi situasi per-
saingan dalam tender. Dan persaingan menjadi
tidak efekiif karena adanya kerjasama untuk
MMPT. Seperii telah dikemukakan diatas, terdapat
berbagai variasi kerjasama yang diputuskan KPPU
sebagai persekongkolan. Dan ketika KPPU menilai
bahwa kerjasama dinvatakan sebagai per-
sekongkolan maka dalam pertimbangan KPPU
melekat analisis adanya tujuan untuk MMPT.,

MMPT. Bahwa terdapat hubungan simbiosisme
antara dua tujuan tersebut, artinya bahwa salah
safu tuiuan akan tercapai dengan mencapai
tujuan lain terlebih dahulu, Dalam persekongkolan

Tetapi ada putusan KPPU yang tidak memasukkan
unsur MMPT ketika menguji perbuatan yang
diduga melanggar pasal 22 UU No. 5/1999 vaitu
Putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2002.
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o _'Pada Putuisan KPPU o, 01/KPPU- L2000 tentang -

o . '-_dugaan pe%anggaran pasat 22 UU No 5/1999 oleh

. ing fetferdakiasnf kasﬁ»can sebagai usaha dari PT.
CCPI untuk MMPT ‘Padahal pada peri:emuan
tei'sebut tidak ada kesepakatan antara PT..CPI
:dengan dua peserta tender uniuk menentukan
'atau mengatur pemenang tender. Pada kasus
SIE;V}DU_K kota Semarang (Putusan KPPU No. 07/
KPPU-L/2003), KPPU tidak ‘mengklasifikasikan
putusan internal panitia lelang yang meng-
u’ntdng'ké'n's"a_la_h satu peserta tender sebagai
MMPT. Padahal keuntungan dalam bentuk
perubahan ranking hasil evaluasi teknis oleh
Panitia_'i_elang" mengékibatkan peserta lelang
memenangkan tender Sehingga keuntungan yang
mempengaruhi putusan tender tidak dikategori-
kan sebagai MMPT, atau KPPU melihat bahwa
putusan ‘internal’ panitia- lelang terjadi bukan
karena terdapatnya kerjasama antara peserta
3e}ang dengan panitia lelang.
~Putusan KPPU untuk kasus SIMDUK
bertolak belakang dengan Putusan Tender Sapi
Bakalan Kereman (Putusan KPPU No. 07/KPPU-
L1/2001), dimana panitia lelang yang memberikan
kemudahan pemenuhan administratif secara tidak
wajar dan pengurangan pemberlakuan persya-
ratan teknis untuk memungkinkan Pelaku Usaha
memenuhi persyaratan sebagai pihak yang

. Cal sific Indonesia (CPI); bahwa -
- permintaan dari PT.CPI untuk membiika dc:akumen' .
- penawaraﬂ apabﬁa mgm memperoteh suppam*-

-akibatkan peserta tender: mendapatkan ke-.:-_
- untungan dan mengarahkan pada salah; sstu”
"peserta tender agar menjadi pemenang tender -
. 'dipahamt secara berbeda Agak berbeda dehgaﬁ' -
 kategori MMPT. pada ka_sus yang dr_;elaskan dl__a;tas,-
pada kasus tender oleh PT. Telkom (Putusan
KPPU No. 09/KPPU-L/2001), KPPU menentukan

bahwa dipenuhinya unsur MMPT apabila
ditemutan fakta bahwa ada tindakan penyesuaian
dan atau membandingkan dokurmen sebelum
penyerahan dokumen penawaran. G
Pada Putusan KPPU No. 08/KPPU- L/ZE)O_‘L
KPPU melakukan elaborasi dari analisis MMPT
pada kasus PT. CPI, dimana adanya fakia berupa
bujukan atau permintaan untuk membuka
dokumen penawaran tidaklah «cukup untuk
mengklasifikasikan sebagai MMPT. Permin:i:a_an
pembukaan dokumen penawaran harus disertai
dengan tindakan membandingkan atau menye-
suatkan dokumen penawaran. Dalam hal ini KPPU
melakukan analisis tujuan dilakukannya nem-
bukaan dokumen penawaran, vaitu untuk
mengetahui harga penawaran peserta tendey,
dan melakukan penyesuaian terhadap harga
penawaian yang dimiliki agar dapat mengalahkan
harga penawaran yang diajukan peserta lain.
Sehingga tindakan membandingkan dan
menyesuatkan merupakan upaya untuk MMPT,
Analisis ini digunakan atau diterapikan oleh KPPU
pada saat membuat Putusan KPPU No. 08/KPPU-
L/2001, KPPU tidak memvonis adanya persekong-

ditunjuk atau pemenang tender dikategorikan
memenuhi unsur MMPT. Dari dua putusan KPPU
muncul kontradiksi dalam memahami MMPT,
karena keputusan panitia lelang vang meng-

kolan tender ketika tidak terpenuhinya unsur
MMPT. Dan untuk menganalisis terjadinya MMPT
atau tidak, KPPU menggunakan kriteria per-
handingan atau penyesuaian dokumen pe-
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putusan KPPU yang menyatakan tidak adanya
 pelanggaran pasal 22 UU No. 5/1959, KPPU tidak
“memberikan legal reasoningterhadap persaingan

- usaha tidak sehat, '
‘1, ‘Putusan KPPU No. 07/KPPU-LI/2001 hanya
mehjei_askan gambaran umum mengenai
cara tidak jujur, melawan hukuni, dan

“menghambat persaingan yaitu periama,”

kesengajaan Panitia Letang mengijinkan

peserta tender mengxkut[ tender’ yang::'

tidak" memenuht Rencana Karja dan

N Syarat~ yarat (RKS) atau’ memlhkf kualifi:
kasi jauh dibawah kualifikasi peser_ta ten-

der. Kedua, diskriminasi panitia lelang
dengan tidak memberikan toleransi yang
sama pada peserta tender yang lain

sehingga menghambat masuknya p_eser‘a N :

lain untuk berkompetisi dan berééing.

2. Putusan KPPU No. Gl/KPPU-E./ZDDO ini
bahkan tidak menjelaskan fakia-fakia yang
berkaitan dengan cara tidak jujur, me-
lawan hukum, dan menghambat per-
saingan. Pada putusan tersebut hanya
KPPU mengklasifikasikan menawarkan

KPPU dalam piitusan-putusannya tidak -

: -jproduks; atau perasaran barang/jasa dﬂakukan.".'. L
' - dengan. cara- cara tsdak 3u}ur metawa't hukum
:--dan menghambat persamgan Bahkan untuk '

pemleh has’ga ;}enawaran secara tldak

e 'menjad: Ieb;h rendah dni}andzngkan dengan L

U peserta lain. : : :

3.  Putusan KPPU No. DB/KPPU-I/ZOOZ KPPU
menyatakan kerjasama untuk melakukan
persekongkolan mengakibatkan hambatan
persaingan dalam bentuk tidak adanya-

persaingan dan atau persamgan jumlah :

dan kualitas peserta, Daiam menganalisis

pemenuhan UnNSUr persamgan usaha tidak

A : 'sehat menggunakaﬂ fakia pada unsur

" bersakongkol. Hal ini menegaskan bahwa

~~‘seperti pada uhsur'MMPTyang tergantung

~pada kerjasama untuk: melakukan per-

| sekongkoian ‘dernikian pu!a pada Unsur

“:persaingan usaha tidak. Analisis mendalam

' terhadap unsur persekongkolan harus

* akurat karena KPPU berpendapat bahwa

““terpenuhinya unsur peréekongkolan ten-

“der didasarkan pada unsur perse-

‘kongkolan,

.

Dari penjelasan yang telah dikemukakan
diatas diketahui bahwa KPPU sedang /earning by
adoing ketika mangadili perkara pelanggaran
pasal 22 UU No. 5/1939 tentang persekongkolan

‘harga setelah melinat narga penawaran
pesaing merupakan cara tidak jujur,
melawan hukum, dan menghambat
persaingan. Karena mungkin cara maim-

tender DaW ciEntara putisan-putusa KPPU
tentang persekongkolan tender saling me-
lengkapi, karena putusan KPPU merupakan
yurisprudensi atau sebagai sumber hukum ketika

Analisis Pasal 22 Ut No. 5 Tahun 1999 Dan Karakieristk Putusan KPPU .. (O&kub Ak Krisarifo) 2%

karena harga penawaran yahg d;tawarkan '




. hendak mengadiil perkara persekangkolan ten-

. derKetidak lengkapan atau kekurang sempurna-
-~ ankarena KPPU tidak terlebih dahulumenetapkan
unsur-unsur pasal 22 UY No.-5/1999, dan hal

 tersebut seharusnya dilakikan karena 319 atau
39 perkara yang ditangani KPPU adalah masalah

telah mengeluarkan draft pedoman.te_an;:_a'_pg.
larangan persekongkolan dalam tender tetapi .
perlu dilakukan reviewatau disseminasi terhadap
putusan-putusan KPPU. Dan tulisan inisalah upaya
melakukan sumbangsih terhadap penyustinan .
draft pedoman tersebut, L

persékpngkdlan tendef, Meskipun saat inl KPPU
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